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ABSTRACT 

The Pirate Bay is one of the gigantic peer-to-peer (P2P) sites with the origin server was Sweden 

which until now has become a portal for illegal downloading activities in the digital world. 

Praised and favored combined with defense mechanisms makes the site that released in 2003 is 

still working. Even though it highly criticized by various backgrounds such as the state, industry, 

even the international organizations the site remains exist as a liability threat as infringement of 

right-holders in the digital world. Categorized as cybercrime, the European Union has intention 

to overcome intellectual property rights violations that are actualized through the Pirate Bay’s 

P2P platform. Regarding to the case study, through the Supranationalism principle and the 

concept of Republicanism of Liberalism, the European Union plays a role in accordance with the 

authority, as initiator of legal products which has mutual agreements among its members, 

including legal consequences relating to the issue of indirect violations of intellectual property 

rights. In addition, the role of the European Union is also based on the Spillover effect scheme, 

in which the European Union's efforts are to address intellectual property violations, moreover 

the other cybercrime issues. Start by overcoming The Pirate Bay as analogical step by sweep-out 

digital-age of piracy as a symbol of an Eropean Union resistance and supremacy against the giant 

pirates of the digital ocean. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan konsensus internasional, cybercrime ialah sebuah tindak kejahatan dengan 

sarana prasarana antar konektivitas komputer dengan jaringan internet. Didalam Konvensi 

Budapest terbagi 4 tipologi cybercrime, satu diantaranya ialah copyright infringement. Didalam 

dunia digital, diidentikkan dengan aktivitas illegal downloading. Aktivitas illegal downloading 

telah menarik perhatian berbagai elemen mulai dari industri kreatif hingga negara sebab kegiatan 

tersebut terjadi di seluruh negara dengan estimasi dampak yang sangat besar utamanya bagi 

industri kreatif sebagai rightholder dimana sebagai sample industri musik Amerika Serikat 

mengalami penurunan profit dari $25,576 juta USD menjadi $18,415 dari tahun 1998 hingga 

tahun 2008 (IFPI, 2009).  

Salah satu isu illegal downloading terbesar yang pernah terjadi ada pada skandal The 

Pirate Bay (TPB). Situs TPB merupakan situs asal Swedia yang dirilis pada tahun 2003 dan 
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dikenal dengan “raksasa torrenting bajak laut digital” dengan 25 juta unique visitor dari seluruh 

penjuru dunia. Sebutan tersebut berkorelasi dengan sistem jaringan peer-to-peer-nya yang juga 

bertanggung jawab atas aktivitas pertukaran data dan informasi melalui situs TPB. Secara 

sederhana situs TPB merupakan perantara atau wadah pengguna internet dalam berbagi konten 

baik legal maupun illegal. Akan tetapi, 95% konten yang dibagi melalui situs TPB sendiri 

dikategorikan sebagai konten dan aktivitas illegal (Szpunar, 2017). Tingginya popularitas TPB 

menjadi ancaman bagi mega industri global yang secara langsung dirugikan oleh kemudahan 

akses yang ditawarkan oleh situs TPB dalam melakukan kegiatan berbagi konten ber-copyright. 

Pada tahun 2006 terjadi insiden penjarahan pada server pusat TPB di Swedia oleh kepolisian 

Swedia atas tekanan dari Amerika Serikat. Tidak puas, kemudian pada tahun yang sama pula, 

Amerika Serikat melalui asosiasi-asosiasi pemegang hak cipta, MPAA, IPFI dan RIAA sebagai 

konsorsium utama melakukan gugatan ke pemerintah Swedia. Dan resmi 2009, 4 pendiri utama 

situs TPB yakni Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm, Peter Sunde dan Carl Lundström dinyatakan 

bersalah atas tuduhan “assisting in making copyrighted content available” (Miaoran Li, 2009). 

Meskipun situs TPB telah diblokir serta pendiri situs tersebut telah dinyatakan bersalah 

dengan dikenai sanksi badan dan sanksi administrasi. Nyatanya situs tersebut masih aktif 

berlayar didunia digital dengan domain nomaden. TPB juga disinyalir disokong oleh organisasi 

anti-copyright dan Pirate Party yang jangkauan politisnya mencapai negara-negara Eropa hingga 

Amerika Serikat. Di dalam Swedia sendiri, secara frontal Pirate Party Swedia dan organisasi 

anti-copyright sangat vokal dengan keberadan TPB sebagai tuntutan atas kebebasan dalam dunia 

internet. Semenjak bergulirnya isu illegal downloading melalui situs pembajak TPB panas, 

perhatian internasional mulai dari masyarakat umum, industri global, organisasi internasional, 

negara independen sangat tinggi dan beragam, akan tetapi tidak bagi lembaga supranasional Uni 

Eropa. Meskipun skandal pada situs TPB bergulir sangat populis di Swedia dan isunya direspon 

oleh negara-negara Uni Eropa secara umum, tapi justru tidak sekalipun disoroti oleh Uni Eropa 

hingga pada tahun 2016 dan 2017 Uni Eropa merespon skandal TPB sebagai bentuk pelanggaran 

hak kekayaan intelektual dan berencana untuk menerapkan kebijakan blokade akses situs TPB 

sepanjang Uni Eropa (The Guardian, 2017). Padahal ditahun tersebut situs TPB telah mengalami 

penurun baik dari segi pengguna hingga segi popularitas.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditarik sebuah rumusan masalah utama yang 

mana berkaitan dengan polemik mengapa respon Uni Eropa terhadap skandal TPB justru muncul 

setelah situs tersebut sudah tidak se-infamous seperti tahun 2009 atau secara sederhana  

mempertanyakan mengenai mengapa baru merespons sekarang, dimana Uni Eropa sebelumnya. 

Terdapat 2 skema untuk menjawab akar permasalahan tersebut. Melalui teori Supranasionalisme 

dan konsep Republikan pada Liberalisme, akan dijelaskan mengenai peran dari  Uni Eropa saat 

skandal TPB bergulir. Serta dengan metode analitik prediktif melalui konsep Spillover effect dari 

Supranasionalisme akan menjelaskan perihal alasan reaksioner Uni Eropa terhadap aktivitas 

illegal downloading pada situs TPB. 

 

Pembahasan 

Skema Supremasi Hukum: Supranasionalisme dan Liberalisme-Republikan 

Secara sederhana, supranasional merupakan konsep gabungan antara regionalisme 

dengan harmonisasi hukum. Supranasionalisme memiliki definisi lain yang berarti peralihan 

kekuasaan atau kedaulatan kepada institusi eksternal suatu negara dimana institusi tersebut 

memiliki wewenang untuk memonopoli kekuasaan sebagai representasi kepentingan bersama 

(Ruszkowski, 2009). Sedangkan konsep Republikan pada Liberalisme secara normatif 
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menyatakan bahwa negara demokrasi merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, 

sehingga negara tersebut akan patuh dan saling bekerja sama demi menciptakan kondisi dunia 

yang damai dan tertib. Aliran ini sangat selaras dengan kondisi yang terjadi pada kerjasama 

internasional. Negara negara yang tergabung dalam wadah politik internasional secara mutlak 

merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga keberlangsungan institusi 

internasional tersebut berjalan melalui proses yang tertib dan damai demi mencapai tujuan 

kolektif. (Jackson & Sorensen, 2013). 

Sebagai institusi supranasional, berkaitan dengan skandal TPB, Uni Eropa sejatinya telah 

berperan menjadi sebuah institusi supranasional berdasarkan koridor sebagaimana mestinya. 

Wewenang Uni Eropa diatur dalam konstitusi Treaty of Functioning of the European Union 

(TFEU) dan Treaty of European Unin (TEU). Sehingga membatasi sikap Uni Eropa dalam 

mengatasi sebuah problematika yang ada. Di dalam teori Supranasional, institusi internasional 

diberi otoritas oleh negara anggota untuk mengatur sebagian lingkup kedaulatan seperti hukum 

internasional yang berimbas pada hukum domestik tiap negara anggota. Uni Eropa membentuk 

aturan dan kebijakan bagi negara anggota yang bersifat fundamental dan mengikat, dengan kata 

lain Uni Eropa berperan pula sebagai koordinator tertinggi, mengawasi jalannya aturan dan 

ketentuan yang telah disepakati bersama sepanjang Uni Eropa.  

Wewenang supranasionalisme sendiri, terbagi 3 yakni sebagai sebuah institusi 

supranasional yang bersifat applicable effect (berbentuk konstitusi), direct effect (putusan, 

rekomendasi dan opini) dan indirect effect (direktif) yang masing-masing bergantung dari jenis 

produk hukum yang dihasilkan. Peran Uni Eropa ketika skandal TPB berlangsung atau lebih 

tepatnya pada tahun 2009 bersifat indirect. Sebab preseden Pengadilan Swedia terhadap situs 

TPB pada tahun 2009 menggunakan hukum domestik Swedia terkait hak kekayaan intelektual 

yang mengadopsi Copyright Directive of European Union.  

Produk hukum berupa direktif merupakan produk hukum yang bersifat indirect,  dimana 

dalam implementasinya atau adopsi hukum internasional menjadi hukum domestik tidak bersifat 

“saklek” atau “unified”, sehingga negara diberikan kebebasan untuk menafsirkan direktif dengan 

metode atau bentuknya dalam hukum domestik dengan catatan direktif tersebut tidak dalam 

koridor yang berbeda. (Kent, 2009). Copyright Directive telah diadopsi oleh setiap negara Uni 

Eropa dan mulai berlaku aktif sejak 2004.  

Dalam skandal TPB, Pengadilan Swedia menggunakan beberapa pasal yang merupakan 

implementasi dari Copyright Directive. Hukum penal Swedia terkait hak kekayaan intelektual 

diatur pada Act on Copyright in Literary and Artistic Works (ACLAW). Hukum penal tersebut 

menjadi pedoman pengadilan Swedia untuk mengadili 4 pionir The Pirate Bay. Melalui Pasal 1, 

2, 46, 53, 57 of the Copyright Act keempat aktor dibalik perkasanya The Pirate Bay dijatuhi 

hukuman denda dan badan masing-masing. Pada pasal 2 yang juga merupakan adopsi pasal 1-4 

terutama pasal 3 dari Copyright Directive Uni Eropa menginterpretasikan secara jelas situs The 

Pirate Bay sebagai pelaku penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dimana situs seperti The 

Pirate Bay bukanlah pemegang atau rightholder dari konten-konten yang beredar melalui situs 

tersebut akan tetapi “making available to the public”, sehingga posisi The Pirate Bay jelas 

sebagai penyedia konten illegal. Selain itu, pada pasal 53 ACLAW tertuang sanksi bagi pelaku 

pelanggaran hak kekayaan intelektual yang juga selaras dengan pasal 8 dari Copyright Directive 

Uni Eropa mengenai sanksi yang wajib diberikan oleh member state kepada pelaku. 

Kemudian respons Uni Eropa pada tahun 2017 melalui press-release CJEU No. 64/17  

terkait penetapan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penetapan upaya harmonisasi 

blokade akses pada situs TPB di sepanjang Uni Eropa merupakan respons yang muncul dalam 
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serangkaian proses peradilan yang diajukan oleh pihak penuntut BREIN terhadap ISP Belanda 

yang menolak melakukan blokade akses terhadap situs TPB. Sehingga, pernyataan Uni Eropa 

pada press-release tersebut memosisikan diri sebagai sebuah institusi Supranasional yang 

menyikapi sebuah problematika melalui langkah yang sesuai dengan prosedur Uni Eropa. 

Sebagai institusi yang dibangun atas fondasi demokrasi, Uni Eropa menjunjung tinggi konstitusi 

yang dibentuk sebagai sarana supremasi hukum. Sehingga respons Uni Eropa sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur yang berlaku, sesuai dengan wewenang yang tertuang pada TFEU 

dan TEU. Akan tetapi akan berbeda cerita apabila, polemik The Pirate Bay gagal diselesaikan 

oleh Swedia atau bahkan enggan diselesaikan oleh Swedia dengan status unable dan unwilling. 

Konsep tersebut melekat dan memosisikan diri sebagai upaya pendisiplinan dan penghormatan 

atas hukum Uni Eropa (Europa, 2015).  

Jika suatu negara anggota Uni Eropa unable dalam menyelesaikan suatu persoalan, maka 

seluruh instrumen Uni Eropa akan ikut serta, akan tetapi apabila suatu negara anggota Uni Eropa 

unwilling, selain seluruh instrumen Uni Eropa mengambil alih kendali, sesuai dengan pasal 7 

Uni Eropa pada TEU akan diberi sanksi berupa pencabutan status keanggotaan dalam masa 

tertentu (Carnegie, 2017). Kedua konsep unwilling dan unable merupakan ukuran yang sama 

dalam membahas tingkat compliance suatu negara terhadap hukum atau institusi internasional 

(Nicolaide dan Oberg, 2006). Akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak terjadi, justru sebaliknya. 

Dalam skandal The Pirate Bay, Swedia mau dan mampu menyelesaikan problem tersebut 

berdasarkan prosedur direktif Uni Eropa terkait permasalahan tersebut. 

 

Skema Supranasionalisme-Liberalisme Inklusif: Teori Spill-over 

Rangkaian respons Uni Eropa pada tahun 2016 dan 2017 merupakan salah satu bentuk 

dari konsep spillover effect. Secara definisi, spillover effect  ialah self-reinforcing atau bisa 

dikatakan sebagai hasil dari suatu proses yang bergerak sendiri, sehingga self-reinforcing 

tersebut dapat menghasilkan sesuatu hal secara unintended atau intended (Andersson, 2016). 

Secara sederhana, spillover effect berarti sebuah konsekuensi atau momentum baik yang 

terprediksi atau tidak terprediksi dari suatu kebijakan dan apabila dikaitkan dengan kerjasama, 

muncul sebuah konsekuensi kerjasama baru setelah adanya capaian kerjasama sebelumnya. 

Spillover effect juga bisa diidentikkan sebagai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan 

(Alec Stone, 2016). Terdapat 4 tipe spillover yakni, functional spillover, political spillover, 

cultivated spillover, dan sosial spillover. Functional spillover cenderung mengarah pada 

intended spillover dimana ada situasi yang mengharuskan sebuah kebijakan diikuti dengan 

kebijakan lain agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Functional spillover juga bersifat 

teknikal. Political spillover berkaitan dengan kelompok kepentingan, yang identik dengan 

lobbying aktor politik dalam proses integrasi kebijakan ke dalam ranah regional yang diikuti 

dengan meningkatnya tekanan politis dalam upaya integrasi yang lebih lanjut. Sederhananya, 

political spillover berarti sebuah momentum yang terjadi akibat adanya kekuatan politik dan 

kepentingan kelompok. Lalu cultivated spillover, yang juga tidak lepas dari definisi power dan 

politic. Cultivated spillover merupakan hasil dari efek unintended pada sebuah momentum yang 

terikat dengan suatu otoritas. Cultivated spillover diidentikkan dengan supranasionalisme, 

dimana otoritas tertinggi sebuah institusi supranasional, memiliki wewenang untuk mengatur 

anggotanya, akan tetapi negara anggota tidak bisa memiliki wewenang untuk mengatur institusi 

supranasional, yang ada hanya penyesuaian atau penolakan. Dan yang terakhir adalah sosial 

spillover. Social spillover effect hadir sebagai bentuk kompromi atas ketiga tipe spillover. Efek 

dari adanya kerjasama, kebijakan tersebut menuntun pada efek sosial, atau preferensi awal ketika 
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kebijakan tersebut pertama kali terbentuk. Dengan kata lain, efek tersebut berimbas pada “niat 

awal” (Andersson, 2016). 

Sedangkan apabila kembali membahas mengenai spillover effect bagi Uni Eropa pada 

skandal The Pirate Bay lebih kepada prediksi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terlebih melihat 

upaya Uni Eropa untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual utamanya 

perlawanan terhadap situs The Pirate Bay akan merangsang atau menstimulus Uni Eropa untuk 

membentuk kebijakan baru atau memberi efek spillover, satu diantaranya dengan menyusun draf 

Copyright Directive no 2016/0280 (COD) pada tahun 2016 dan masih diajukan dan 

disempurnakan hingga tahun 2018. Berdasarkan analitik prediktif, upaya Uni Eropa yang 

dimulai dengan harmonisasi kebijakan blokade situs The Pirate Bay dan sejenisnya, yang 

kemudian didorong dengan upaya perubahan regulasi tersebut akan menstimulus kebijakan-

kebijakan baru yang nantinya akan menyelesaikan persoalan Uni Eropa terkait pelanggaran hak 

kekayaan intelektual, dan tidak menutup kemungkinan akan memberi dampak bagi sektor lain 

utamanya yang berkaitan dengan cybercrime dan ekonomi, karena sektor tersebut merupakan 

sektor yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual 

(Frontier Economics, 2017).  

Jika dirincikan, efek spillover dari upaya serius Uni Eropa terhadap isu pelanggaran hak 

kekayaan intelektual bagi sektor ekonomi tentu akan menguntungkan industri utamanya industri 

kreatif yang memiliki status rightholder. Industri kreatif di Uni Eropa memiliki sumbangsih 

sebesar 6,9% dari total GDP Uni Eropa dengan menyerat 14 juta tenaga kerja tentunya akan 

diuntungkan dengan adanya peningkatan kualitas penegakan hukum hak kekayaan intelektual di 

Uni Eropa, mengingat isu pelanggaran hak kekayaan intelektual dikategorikan oleh Uni Eropa 

sebagai isu yang dapat mengancam keberlangsungan industri kreatif, bahkan dari hasil studi Tera 

Consultant, adanya digital piracy di Uni Eropa dapat memberi kerugian sebesar 240 Juta Euro 

setiap tahunnya (Tera, 2010). 

Sedangkan efek spillover juga dapat berimbas pada segi kebijakan atau functional 

spillover. Sebab prinsip positive spillover menstimulus kebijakan-kebijakan lain. Dan penulis 

melihat langkah Uni Eropa untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual yang 

dimulai dari kebijakan penutupan akses situs pengepul konten illegal akan berimbas pada 

kebijakan Uni Eropa lainnya, utamanya seperti kebijakan Uni Eropa terkait cybercrime. Tidak 

menutup kemungkinan isu cybercrime yang tak kalah penting seperti pornografi digital, transaksi 

narkoba via internet, atau yang kurang penting seperti internet scamming, hoax akan menjadi 

perhatian selanjutnya, sebab isu-isu tersebut berasal dari satu rumpun yakni dunia digital (Miller, 

2017). Meskipun sejatinya setiap cybercrime memerlukan upaya yang berbeda, akan tetapi basis 

dari upaya tersebut ialah penerapan hukum cybercrime yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh 

Uni Eropa.   

Kemudian spillover effect pada segi politik, meningkatkan kepercayaan negara anggota 

kepada institusi Uni Eropa sendiri khususnya yang berkaitan dengan isu copyright. Ini 

dibuktikan dengan sebuah jurnal internasional mengenai korelasi tingkat dukungan spesifik 

negara anggota terhadap Uni Eropa cenderung meningkat apabila kebijakan Uni Eropa mencapai 

keberhasilan bersama, bahkan tingkat kepercayaan terhadap institusi supranasional tersebut juga 

dapat menyentuh dukungan masyarakat sipil (Macarena dkk, 2016). Selain kepercayaan yang 

meningkat pada internal Uni Eropa sendiri, tidak menutup peluang citra Uni Eropa akan 

meningkat dimata dunia terkhusus bagi industri, organisasi atau negara yang sangat proaktif 

terhadap upaya penegakan dan jaminan terhadap rightholder. 
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Secara garis besar, sebagai momentum berupa spillover effect yang hadir dari sebuah 

copyright directive. Respon Uni Eropa terhadap permasalahan The Pirate Bay merupakan hukum 

langkah awal yang nantinya akan berimbas kepada respon-respon berkelanjutan utamanya 

sebagai sarana penyelesaian agenda permasalahan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital.   

 

Kendala Uni Eropa dalam mengatasi isu Infringement Copyright pada situs The Pirate Bay 

Dalam perkara The Pirate Bay. Uni Eropa dihadapkan dengan 2 kendala utama, yakni 

hukum dan teknologi. Hukum Uni Eropa memang mengatur mengenai upaya penanggulangan 

isu-isu pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk pelanggaran melalui dunia digital. 

Contohnya ratifikasi WIPO, TRIPS dan utamanya dengan European Union Copyright Directive 

bahkan tidak sedikit perkara sipil dengan topik illegal downloading sering disematkan kepada 

masyarakat Uni Eropa yang tertangkap bahas melakukan aktivitas pembajakan digital. Akan 

tetapi hukum yang dibentuk pada tahun 2001 tersebut masih terdapat beragam celah bagi pelaku 

pelanggar seperti The Pirate Bay untuk mengelak dari sengketa hukum. Dan yang menarik dari 

kasus The Pirate Bay, sejak diputus bersalah pada tahun 2009, hingga kini riwayatnya masih 

terus berlayar di dunia digital.  Berbanding terbalik dengan beberapa situs serupa, termasuk 

Napster, situs senior P2P yang berdomain asal Amerika Serikat telah tamat riwayatnya seiring 

mendapat sanksi tegas dari pengadilan Amerika Serikat. Alasan dari kenapa situs The Pirate Bay 

masih tetap berlayar bukan disebabkan oleh kurangnya penerapan hukum digital copyright di 

wilayah Uni Eropa, melainkan akibat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pengelola situs The 

Pirate Bay seperti yang berkaitan dengan server,  (Miller, 2018). 

Uni Eropa sadar bahwa diperlukan adanya reformasi regulasi yang lebih kompleks dan 

mutakhir untuk mengatasi problematika seperti The Pirate Bay. Uni Eropa telah berupa 

mengamendemen Copyright Directive melalui draf 2016 dan 2017, akan tetapi mandek setelah 

ditolak parlemen Eropa atas dasar mengekang kebebasan berekspresi di internet. Amandemen 

direktif tersebut hingga kini masih disusun atas negosiasi-negosiasi beragam elemen, upayanya 

guna mengatasi perihal situs-situs yang berpotensi melakukan tindak pelanggaran hak kekayaan 

intelektual dengan sanksi yang semakin berat dan aksi yang semakin jelas (The Verge, 2018).  

Permasalahan maraknya tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti illegal 

downloading tidak hanya disebabkan oleh lemahnya permasalahan hukum ataupun sosial, akan 

tetapi faktor pemicu yang sama besarnya yakni teknologi. Teknologi juga menjadi penghambat 

Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual di Internet. 

Teknologi adalah salah satu penyebab bagaimana seseorang atau kelompok dengan mudahnya 

melakukan tindakan melawan hukum entah dengan sadar maupun tidak.  Lagi, The Pirate Bay 

merupakan salah satu situs yang selalu meningkatkan sistem teknologinya terutama networking-

nya murni P2P dengan menggunakan Freenet Bot sehingga tidak membutuhkan sentralisasi 

server. Selain itu, sistem P2P milik The Pirate Bay juga lebih kompleks dari pada Napster yakni 

dengan menerapkan sistem Distributed Hash Table (DHT) yang memungkinkan memecah 

konten yang dibagikan tanpa perlu perantara situs The Pirate Bay secara langsung, dan tentunya 

sistem tersebut sangat berguna bagi pengguna sekalipun server situs The Pirate Bay down 

(Miller, 2018).  

Kedua aspek tersebut, hukum dan teknologi menjadi kunci dari penyelesaian atau 

setidaknya peredaman terhadap isu pelanggaran hak kekayaan intelektual di Internet. Bagi Uni 

Eropa, amandemen hukum menjadi lebih modern mengenai internet dan copyright menjadi 

penting, akan tetapi apabila tidak diterapkan secara maksimal, regulasi, direktif dan hukum yang 

dibentuk hanya akan menjadi tumpukan dokumen yang sia-sia.  
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Inti dari permasalahan hak kekayaan intelektual sejatinya simpel, yakni karena ada 

barang, tak ada uang. Tak ada uang, ada kemudahan. Ada kemudahan tak ada hambatan. Siklus 

tersebut menjadi akar permasalahan, sehingga upaya untuk menyelesaikan adalah dengan 

menjamin ketidaksediaan “barang” illegal di internet, jika terlampau sulit dikendalikan, maka 

upayakan jalur akhir, yakni memberi resistensi, atau hambatan yang menantang. 

 

Kesimpulan 

Uni Eropa merupakan institusi supranasional yang lahir dari integrasi kompleks negara-

negara Eropa. Dibentuknya Uni Eropa merupakan reaksi dari adanya interdependency negara 

anggota, sehingga permasalahan baik domestik maupun global yang ada diupayakan 

terselesaikan melalui interaksi kerjasama. Tidak hanya Uni Eropa, seluruh negara bahkan entitas 

individu menjadi ancaman atas perkembangan teknologi yang semakin tak terkendali, sebab di 

samping kemudahan bagi produktivitas manusia, perkembangan teknologi juga menimbulkan 

ancaman berupa tindakan cybercrime yang sub kategorinya bermacam. Tak lepas, isu hak 

kekayaan intelektual juga menjadi perbincangan menarik berkaitan dengan tindak kriminal. 

Karena isu tersebut sangat marak terjadi. The Pirate Bay merupakan salah satu platform yang 

dikategorikan sebagai pelaku kriminal dalam dunia digital. Situs asal Swedia tersebut menjadi 

perantara aktivitas illegal downloading di seluruh dunia bahkan ketika situs tersebut pada tahun 

2009 dituntut bersalah, barang bukti disita, nyatanya hingga kini situs bajak laut tersebut tetap 

berlayar di samudra digital dengan memanfaatkan teknologi anonimitas server. 

Dalam perkembangan skandal tersebut, pada tahun 2017 Uni Eropa muncul sebagai 

otoritas tertinggi dengan menyatakan sikap akan menerapkan kewajiban bagi seluruh negara 

anggota untuk menutup akses terhadap situs The Pirate Bay, sebab belum seluruh negara Uni 

Eropa melakukan blokade akses. Sebuah alasan mengapa Uni Eropa baru mengupayakan 

tindakan tersebut melalui press-release CJEU pada tahun 2017 justru muncul setelah situs The 

Pirate Bay kehilangan dayat tepatnya pasca 2015 dengan penurunan jumlah unique visitor 

mencapai 4 juta lebih, dapat dijelaskan selaras dengan sistem supranasionalisme ataupun definisi 

prilaku negara demokrasi pada konsep republikan. Supranasionalisme berarti terdapat otoritas 

diluar negara yang memiliki wewenang untuk mengatur beberapa sektor, akan tetapi wewenang 

tersebut tetap terdapat batasan seiring negara-negara juga memiliki kedaulatan. Sebagai institusi 

yang dibangun dari fondasi negara demokrasi, sesuai dengan konsep republikan yang 

menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum, dalam skandal The Pirate Bay Uni Eropa 

berperan sebagai institusi yang sesuai dengan porsinya, mengawasi dan memberi tanggung jawab 

untuk negara anggota, terutama Swedia untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan 

intelektual pada situs The Pirate Bay dengan mengimplementasikan regulasi maupun direktif 

yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sehingga dapat dikatakan Uni Eropa berimplikasi secara 

indirect pada kasus The Pirate Bay yang kemudian disempurnakan dengan ancaman Uni Eropa 

terhadap situs The Pirate Bay dan situs sejenis sebagai bentuk direct effect. 

Langkah Uni Eropa mengupayakan blokade akses tersebut juga merupakan respon dari 

tingginya tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual pada aktivitas illegal downloading, 

sekaligus sebagai upaya harmonisasi kebijakan di Uni Eropa, sebab Uni Eropa sendiri 

menekankan betapa pentingnya harmonisasi kebijakan bagi kesuksesan Uni Eropa. Imbasnya 

bahkan dapat berupa spillover effect. Yang mana tidak menutup kemungkinan keberhasilan Uni 

Eropa dalam mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual dunia digital akan berimbas 

pada sub kategori cybercrime lain atau bahkan sektor lain seperti ekonomi dan sosial.  
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Meskipun upaya Uni Eropa maupun negara anggota utamanya Swedia sudah ada, nyatanya isu 

pelanggaran hak kekayaan intelektual bukan hal sepele. Perlu diatasi dengan serius, perlu 

intensitas kerjasama tinggi yang melibatkan berbagai sektor dan tidak terpaku pada hukum 

konvensional, sebab situs seperti The Pirate Bay memanfaatkan celah hukum konvensional agar 

tetap eksis hingga sekarang. 
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